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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

NOMOR  6 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat 

sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi 

penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu 

mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya 

untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara 

wajar; 

 b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan 

upaya yang maksimal dari pemerintah, masyarakat, dan 

dunia usaha melalui Penyelenggaraan Kabupaten Layak 

Anak; 

 c. bahwa   masih  banyak  anak  yang   perlu  mendapat 

perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, 

perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran di Daerah;   

 d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah 

berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan 

kebijakan di bidang penyelenggaraan pemenuhan hak dan 

perlindungan anak; 
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e.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan 

Kabupaten Layak  Anak; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945;  

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3143);  

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3143); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 297), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);   

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

Pengesahan Convention On the Rights of the Child (Konvensi 

tentang Hak-Hak Anak);  

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan   

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan 

Anak;  

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan 

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;  

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator 

Kabupaten/Kota Layak Anak; 

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan 

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; 

14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 14 tahun 2011 tentang Panduan 

Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa timur Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

dan 

BUPATI SAMPANG 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

KABUPATEN LAYAK ANAK 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sampang. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah.  

5. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak yang selanjutnya disebut DKBP3A adalah Organisasi Perangkat Daerah 

yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sampang. 

6. Desa/Kelurahan adalah desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Sampang 

7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

8. Hak Anak adalah hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi 

hak anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Pemerintah Kota 

dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat. 

9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah 

kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak 

melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, 

masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan 

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin 

terpenuhinya hak anak.  

10. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah 

melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat, 
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dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan 

untuk memenuhi hak anak. 

11. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang 

menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Desa/Kelurahan yang 

melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan 

dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati 

hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.  

12. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah 

dokumen  rencana  yang  memuat  program/kegiatan  secara terintegrasi, dan 

terukur yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam jangka 

waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.  

13. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Ramah Anak adalah dokumen 

rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang 

disusun oleh Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, 

sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak 

Anak.  

14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang 

mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan 

KLA. 

15. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan 

nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak 

untuk terwujudnya KLA.  

16. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah 

Kabupaten khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan 

kesamaan persepsi tentang indikator KLA berserta implementasi pencapaian 

indikatornya.  

17. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah 

administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan) yang 

resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan 

mentaati aturan yang ada. 

18. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, 

seksual, dan psikologis. 

19. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam 

kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau 

membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat 

memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk 
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bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak 

memperoleh haknya. 

20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme 

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat 

mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan 

penelantaran terhadap anak. 

21. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya 

yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk 

tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. 

22. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, 

rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak 

kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran. 

23. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan 

pemanfaatan data anak  yang diperlukan dalam Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak. 

24. Sasaran antara adalah sasaran yang ditentukan untuk dicapai sebagai 

landasan bagi pencapaian sasaran utama. 

25. Sasaran akhir adalah sasaran yang ditentukan untuk dicapai sebagai tujuan 

utama pencapaian. 

 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan 

hak anak atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan 

penelantaran secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan. 

 

Pasal 4 

Penyelenggaraan  Kabupaten Layak Anak dilakukan dengan prinsip: 

a. non diskriminasi;  

b. kepentingan terbaik bagi anak;  

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;   
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d. penghargaan terhadap pandangan anak.  

 

BAB III 

RUANG LINGKUP DAN SASARAN 

 

Pasal 5 

(1) Ruang lingkup kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, 

meliputi: 

a. hak sipil dan kebebasan; 

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 

c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

d. pendidikan, pemanfataan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 

e. perlindungan khusus 

(2) Selain pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

kebijakan KLA memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut: 

a. pembiayaan; 

b. sumberdaya; 

c. pengawasan; 

d. pengembangan; dan 

e. keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan 

keputusan pembangunan Daerah.  

 

Pasal 6 

(1) Sasaran Kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir;  

(2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. lembaga eksekutif;  

b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah;  

c. lembaga yudikatif;  

d. organisasi non pemerintah;  

e. dunia usaha; dan  

f. masyarakat.  

(3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sistem yang 

diterapkan pada anak. 

 

Pasal 7 

(1) Tahapan pengembangan KLA, meliputi: 

a. persiapan; 
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b. perencanaan; 

c. pelaksanaan; 

d. pemantauan; 

e. evaluasi; dan 

f. pelaporan. 

(2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan 

melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, 

Desa/Kelurahan. 

 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK 

 

Bagian Kesatu 

Hak Anak 

 

Pasal 8 

Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan 

Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang 

lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. 

 

Bagian Kedua 

Kewajiban Anak 

 

Pasal 9 

setiap anak berkewajiban untuk: 

a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua dimanapun 

berada; 

b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat; 

c. mencintai keluarga, masyarakat dan mencintai teman; 

d. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya; 

e. melaksanakan etika dan ahlak yang mulia dimanapun berada; 

f. melaksanakan kewajiban belajar sesuai dengan tingkat pendidikan; 

g. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; 

dan 

h. bersikap mandiri dan kreatif sesuai minat dan bakat masing-masing anak. 

 

BAB V 

KELEMBAGAAN 
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Bagian Kesatu 

Gugus Tugas KLA 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas 

KLA; 

(2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari 

unsur perangkat daerah, DPRD, dan pengadilan anak; 

(3) Ketentuan tentang susunan kepengurusan dan tugas pokok KLA 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan 

bupati.  

 

Pasal 11 

(1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA, yang berlaku sesuai 

Renstra Pemerintah Kabupaten Sampang; 

(2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan 

mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan 

dan  klaster hak anak; 

(3) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: 

a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan 

hak anak; 

b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran 

untuk penguatan kelembagaan; 

c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan 

yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok lainnya; 

d. tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih KHA dan mampu 

menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; 

e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; 

f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan 

g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak. 

(4) Penguatan klaster hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi 

5 (lima) klaster: 

a. hak sipil dan kebebasan; 

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 

c. kesehatan dasar dan kesejahteraan; 

d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan 

e. perlindungan khusus. 
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Pasal 12 

Indikator KLA untuk hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (4) huruf a, meliputi: 

a. persentasae anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta 

Kelahiran; 

b. tersedia fasilitasi informasi layak anak; dan 

c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak yang ada di kabupaten, 

kecamatan, dan desa/kelurahan. 

 

Pasal 13 

Indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, meliputi: 

a. persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan bulas) tahun; 

b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan 

dan perawatan anak; dan 

c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak. 

 

Pasal 14 

Indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c, meliputi: 

a. Angka Kematian Bayi; 

b. Prevalensi kekurangan gizi pada balita; 

c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; 

d. jumlah pojok ASI; 

e. persentase imunisasi dasar lengkap; 

f. jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan 

mental; 

g. jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan 

kesejahteraan; 

h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan 

i. tersedia kawasan tanpa rokok. 

 

Pasal 15 

Indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan 

budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d, meliputi: 
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a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini; 

b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; 

c. persentase sekolah ramah anak; 

d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan 

anak ke dan dari sekolah; dan  

e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di 

luar sekolah, yang dapat diakses semua anak. 

 

Pasal 16 

Indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (4) huruf e, meliputi: 

a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh 

pelayanan; 

b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan 

dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice); 

c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memerhatikan 

kepentingan anak; dan  

d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk 

anak. 

 

BAB VI 

PENILAIAN DAN PELAPORAN 

 

Bagian Kesatu 

Penilaian Keberhasilan KLA 

 

Pasal 17 

(1) Keberhasilan pelaksanaan KLA di lakukan penilaian menggunakan sistem 

berdasarkan indikator yang ditetapkan dan inovasi; 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi 

KLA tingkat Kabupaten; 

(3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan 

indikator KLA Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) 

klaster hak anak;  

(4) Rincian sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan peraturan Bupati. 
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Bagian Kedua 

Pelaporan dan Pertanggungjawaban 

 

Pasal 18 

(1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan 

KLA 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati; 

(2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang 

kepada Gubernur Jawa Timur, Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

(3) Ketentuan mengenai Gugus Tugas KLA diatur lebih lanjut dengan peraturan 

bupati. 

 

BAB VII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 

Pasal 19 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan 

resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan 

salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga; 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan 

dengan: 

a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan 

dan kekerasan yang diketahuinya; 

b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan 

resiko. 

c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;  

d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat tentang 

penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan 

penelantaran anak; 

e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. 

 

Pasal 20 

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat 

dilakukan oleh: 

a. perseorangan; 

b. keluarga; 

c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan; 
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d. lembaga swadaya masyarakat; 

e. organisasi profesi; dan 

f. badan usaha. 

 

BAB VIII 

KOORDINASI 

 

Pasal 21 

Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah dibantu oleh 

P2TP2A dan/atau lembaga lain yang  dibentuk oleh Pemerintah Daerah. 

 

Pasal 22 

(1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan 

koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah 

lain, dan lembaga lainnya.  

(2) Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 

Provinsi meliputi konsultasi, koordinasi dan pelaporan. 

(3) Koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah lain meliputi, advokasi, 

rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme 

layanan Perlindungan Anak. 

(4) Koordinasi dan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga lainnya 

meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial, fasilitasi 

pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak, monitoring, evaluasi 

dan pelaporan. 

 

BAB IX 

PENDANAAN  

 

Pasal 23 

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD)  serta dari dana lain yang sah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

BAB X 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 24 

(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah; 

(2) Bupati berwenang melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan 

penyelenggaraan perlindungan anak; 
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(3) Pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh  Dinas Keluarga Berencana 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A). 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 25 

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan daerah ini dibentuk paling lambat            

6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. 

 

Pasal 26 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang. 

 

 Ditetapkan di  : Sampang  

pada tanggal   :  27 April 2017 

  

WAKIL BUPATI SAMPANG, 

ttd 

H. FADHILAH BUDIONO 

 

Diundangkan di : Sampang 

Pada tanggal : 27 April 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

ttd 

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH,M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19610114 198603 1 008 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 6 

 

NOMOR REGISTER  PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 76-6/2017 
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PENJELASAN 

 

ATAS 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

NOMOR 6 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

KABUPATEN LAYAK ANAK 

 

1. UMUM 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur 

terkait dengan adanya perlindungan dan keselamatan bagi kehidupan anak. 

Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah membuat suatu kebijakan 

daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang 

ada di daerahnya. Selain itu, konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah 

mengamanatkan dalam Pasal 28D Ayat 1 UUD NRI 1945 bahwa setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang 

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 28B Ayat 2 juga 

menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak dan perempuan sudah 

seharusnya dilindungi oleh negara, khususnya terhadap kekerasan karena hak 

mereka sudah diatur dalam konstitusi. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencegah adanya 

lingkungan yang tidak sesuai dengan karakter anak di lingkungan  daerah 

Kabupaten Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang merupakan salah satu 

pihak yang paling berwenang dalam melakukan pembangunan dengan 

menciptakan lingkungan yang nyaman, aman bagi kehidupan anak. Untuk itu 

diperlukan untuk merumuskan regulasi guna memberikan jaminan terhadap 

kenyamanam hidup anak. Salah satu bentuk regulasi tersebut adalah 

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang. Peraturan tersebut diharapkan 

mampu mendorong upaya penciptaan lingkungan kabupaten layak anak bagi 

warga masyarakat sampang. 
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2. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup jelas.         

 Pasal 2 

Cukup jelas  

                                                        
Pasal 3 

Yang dimaksud Hak anak adalah : 

a. hak sipil dan kebebasan; 

b. hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; 

c. hak kesehatan dan kesejahteraan anak; 

d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan 

e. hak perlindungan khusus adalah hak anak yang diberikan khusus oleh 

Pemerintah Daerah kepada anak dengan cara membentuk Tim yang 

khusus menangani dan melindungi hak-hak anak.  

Pasal 4 
a. non diskriminasi; yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis 

kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, 

kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya 

b. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum 

c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik 

bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, 

program, dan kegiatan;  

d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu 

menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan 

anak semaksimal mungkin; dan  

e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan 

memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk 

menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk 

mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu 

hal yang mempengaruhi dirinya.  

Pasal 5 

 Cukup jelas 

Pasal 6  

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 

-2- 



- 17 - 
 

 
 

Pasal 8  

 Cukup jelas. 

Pasal 9  

Cukup jelas. 

Pasal 10  

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22  

Cukup jelas. 

 Pasal 23 

  Cukup jelas. 

 Pasal 24 

  Cukup jelas. 

 Pasal 25 

  Cukup jelas. 
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 Pasal 26 

  Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN  2017: NOMOR 6 
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